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Laporan Kegiatan

Konferensi Masyarakat Adat Papua

“Meningkatkan Upaya Memperjuangkan Perubahan
Kebijakan Untuk Perlindungan dan Pemulihan Hak
Masyarakat Adat Papua dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan

Tanah dan Hutan, serta Penyelesaian Konflik”
(Kota Sorong, 02 - 04 Desember 2016)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

Pemerintahan baru dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Jusuf
Kalla, berdasarkan RPJMN 2015-2019, mempunyai kebijakan percepatan dan perluasan
pembangunan wilayah Papua berbasis pada komoditas lokal melalui pengembangan
perkebunan dan pertanian tanaman non pangan, pengembangan peternakan, kehutanan
dan hilirisasi industri pertambangan, diikuti pengembangan infrastruktur dan
pengembangan kawasan ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan program tersebut masih serupa dengan program pemerintahan sebelumnya,
masih mengutamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi “pendekatan kesejahteraan”
istilahnya dan belum secara eksplisit mengembangkan kebijakan program penyelesaian
kontradiksi pembangunan di Papua, perihal konflik struktural yang bersumber dari
kebijakan pembangunan.

Hingga saat ini, kebijakan dan praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan
kekayaan alam lainnya di Papua, masih mengandalkan dan dikendalikan kekuatan
pemilik modal besar, korporasi dengan managemen modern, teknologi mutakhir dan
berskala luas. Didukung oleh regulasi pemerintah dalam perolehan lahan dan berbagai
insentif keamanan investasi.

Kebijakan program dan praktik pembangunan demikian sudah sering dipersoalkan
karena praktik dan dampaknya menunjukkan belum sepenuhnya memenuhi rasa
keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum
sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya
menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Satu hal ketidakadilan
terlihat dari terkonsentrasinya penguasaan pemilikan hak atas pemanfaatan hutan dan
lahan pada korporasi tertentu dibandingkan masyarakat adat Papua kebanyakan.
Kesungguhan pemerintah dalam memenuhi dan memajukan upaya perlindungan dan
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan kekayaan alam
lainnya, masih belum juga terwujudkan. Hal ini terlihat dari minimnya regulasi daerah
dan nasional yang mengatur hal ini, buruknya tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam,
praktik korupsi, serta rendahnya penegakan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat



adat Papua. Kriminalisasi dan pembungkaman terhadap masyarakat adat yang menuntut
haknya sudah sering terjadi dan mengkhawatirkan.

Demikian pula, perusahaan beroperasi belum sepenuhnya menghormati hak-hak asasi
manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum-
hukum yang hidup dalam masyarakat. Korporasi mengabaikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan perlindungan tempat-tempat yang bernilai konservasi
tinggi.

Berdasarkan situasi tersebut, kami memandang dan mendesak perlu adanya perubahan
kebijakan dan penegakan hukum yang sungguh-sungguh menghormati dan melindungi
hak-hak masyarakat adat Papua. Upaya penyelesaian konflik di masa lalu dan saat ini
merupakan salah satu pertanda kesungguhan dari pemerintah untuk memenuhi hak
masyarakat adat Papua. Pemerintah juga harus melakukan review atas ijin dan berbagai
perjanjian kerjasama pembangunan, serta pemberian sangsi kepada korporasi yang
merugikan hak hidup masyarakat adat Papua dan melanggar peraturan perundang-
undangan. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus
Papua (Pasal 40) dan masih belum dilaksanakan. Sejalan pula dengan misi Presiden
Jokowi yang masih perlu direalisasikan.

Bagaimanapun perubahan kebijakan pembangunan yang adil dan berpihak pada hak
masyarakat dan lingkungan, serta penyelesaian konflik struktural, harus didukung oleh
pemahaman kesadaran, kekuatan dan keterlibatan masyarakat sendiri, komitmen
pemerintah, dukungan organisasi masyarakat sipil dan solidaritas masyarakat luas. Untuk
mewujudkan gagasan dan langkah strategis dalam memperjuangkan hal tersebut maka
kami gabungan dari organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan “Konferensi
Masyarakat Adat Papua” dengan maksud menciptakan arena dialog dan diskusi kritis,
berbagi pengalaman dan meningkatkan kapasitas advokasi, sehingga ada peningkatan
pemahaman atas problem dampak investasi sektor kehutanan dan perkebunan, serta
bisnis ekstraksi sumberdaya alam lainnya, ada solidaritas yang luas dan langkah-langkah
aksi bersama ke depan.

Konferensi ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Berbagi pengalaman dan menyatukan pandangan masyarakat adat Papua tentang
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan di Papua, permasalahan
dan dampaknya terhadap masyarakat adat dan perubahan lingkungan.

2. Mendiskusikan berbagai strategi dan langkah aksi yang efektif untuk menyelesaikan
konflik dan upaya memperkuat hak-hak masyarakat adat di Papua.

3.  Terkonsolidasinya dan meluasnya solidaritas antara masyarakat adat Papua,
organisasi masyarakat sipil dan pihak berkepentingan lainnya, untuk
memperjuangkan perubahan kebijakan dan hukum, mengupayakan pemulihan dan
penguatan hak-hak hidup masyarakat adat Papua dalam pengelolaan tanah dan
kekayaan alam lainnya.

4. Adanya rumusan rekomendasi dan tindakan yang diperlukan untuk perubahan
kebijakan dan penegakan hukum, perlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia, hak masyarakat adat Papua untuk menentukan pengelolaan dan
pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya.
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PESERTA KONFERENSI

Adapun peserta konferensi, terdiri dari:

1. Mayarakat adat Papua, utamanya masyarakat adat yang terkena dampak langsung
dari kegiatan investasi di sektor kehutanan, lahan dan pertambangan, termasuk buruh
orang asli Papua.

2. Perempuan Papua yang berada disekitar dan dalam kawasan hutan dan perkebunan
kelapa sawit;

3. Organisasi masyarakat sipil, LSM, lembaga adat, organisasi keagamaan, dan
sebagainya.

Selain itu, peserta nara sumber dari pemerintah dan akademisi.

(Terlampir Peserta Konferensi)

AGENDA KEGIATAN

Metode dan Agenda Kegiatan:

Presentasi dan diskusi dengan narasumber, utamanya
Testimoni dan Sharing Informasi Pengalaman

Diskusi Kelompok dan Pleno

Dialog dengan Pengambil Kebijakan

Pemutaran film dan pertunjukkan seni budaya lainnya
Kunjungan Lapangan
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Terlampir: Ditail Agenda
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BAGIAN KEDUA
PRESENTASI DAN DISKUSI NARASUMBER

Sesi ini dimaksudkan untuk mendiskusikan tema perkembangan kebijakan pengelolaan
sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat, serta dampaknya terhadap masyarakat
dan lingkungan. Narasumber dari sesi diskusi dengan narasumber ini, terdiri dari:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktor Jenderal Perhuntanan Sosial,
Pemerintah Provinsi, DPRD, SKPD terkait, Akademisi dan aktivis LSM.

Keseluruhan narasumber yang diundang konfirmasi kehadirannya, namun pada hari H,
hanya ada narasumber dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
KLHK, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Papua, ELSAM, Yayasan
Paradisea dan PUSAKA.

Dibawah ini catatan dari presentasi dan diskusi dengan narasumber.
Kebijakan Investasi dan Review Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Lahan

Presentasi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Papua, “Kebijakan Investasi
dan Review Izin Pemanfaatan Hasil Hutan, Lahan dan Pertambangan di Provinsi Papua”,
oleh Kasrsudi dan Petrus Asem.

* Luas kawasan hutan di Papua sebesar 32.757.058 hektar atau 24,41 % dari total luas
hutan nasional. Sebagian besar kawasan hutan tersebut dikelola untuk hasil hutan kayu
(HPH), sebesar 34 %. Sekitar 13% atau 4.116.365 hektar dapat dikonversi untuk
perkebunan dan pertanian.

* Sebagian besar penduduk Papua berdiam di kawasan hutan, tetapi masih mengalami
ketimpangan pembangunan, karenanya pemerintah memprioritaskan percepatan
pembangunan;

* Pemerintah mengembangkan kebijakan pelayanan perizinan secara terpadu dan
mempunyai kebijakan ekspor langsung dari Papua;

* Badan Perijinan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan 18 jenis izin, diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015, yakni: kehutanan, pertambangan dan
energi, perikanan dan kelautan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pekerjaan umum,
pengairan, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, perhubungan, kesehatan,
pendidikan, sosial, perkebunan, pertanian, peternakan, kepariwisataan, penanaman
modal.

* Kebijakan investasi di Papua fokus pada (1) pengembangan pangan, infrastruktur dan
energi; (2) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; Diketauhi
investasi paling dominan adalah kehutanan dan perkebunan.

* Pemerintah memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif bagi kegiatan penanam
modal;



* Mengenai review izin pengelolaan sumber daya alam, melalui pemberian pelayanan
perizinan disesuaikan dengan kebijakan tata ruang wilayah setempat, melakukan
pengkajian secara komperehensif terhadap aktifitas operasional perusahaan, pelayanan
perizinan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan akuntabel.

* Pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk pelaporan dan penyelesaian pengaduan.
Ada beberapa kasus yang sudah ditangani, yakni: perusahaan perkebunan kelapa sawit
PT. Bio Inti Agrindo, PT. Nabire Baru, PT. Papua Agro Lestari, PTPN II Arso, PT. Sinar
Wijaya.

* Hak masyarakat dalam kegiatan investasi, adalah mengetahui rencana perizinan
investasi, mendapatkan pertamabahan nilai dari investasi, memperoleh kompensasi,
mengajukan keberatan terhadap pejabat yang mengeluarkan izin, mengajukan
pembatalan perizinan yang merusak lingkungan dan merugikan kehidupan
masyarakat.

* Pemerintah tidak terbuka melibatkan masyarakat dalam proses perizinan dan
pembahasan dokumen dampak lingkungan. Pemerintah dan perusahaan hanya
melibatkan kelompok tertentu, sehingga ketika perusahaan beroperasi menimbulkan
pertentangan di lapangan.

* Pemberian izin memperhatikan aspek tata ruang yang dikeluarkan oleh Bappeda,
berdasarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang diterbitkan izin lokasi. Selanjutnya,
memperhatikan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan tersebut dari Dinas
Kehutanan, untuk menerbitkan pertimbangan teknis dan izin prinsip pemanfaatan
kawasan. Selain itu, meminta Badan Pertanahan (BPN) mengeluarkan rekomendasi
ketersediaan lahan.

* Ada temuan di beberapa daerah, pemberian ijin dikeluarkan tanpa memperhatikan
hasil kajian dan nilai investasi, sehingga merugikan masyarakat dan lingkungan.

* Pemerintah akan mencabut izin beberapa perusahaan perkebunan dan kehutanan yang
bermasalah tidak menjalankan kewajiban di Daerah Mappi, Mamberamo dan Waropen.

* Hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan masyarakat untuk menghadapi
investasi yang akan memanfaatkan tanah dan hasil hutan di wilayahnya adalah
menegosiasikan status hak pemilikan dan pemanfaatan tanah dan hutan, manfaat dan
resiko proyek pembangunan, pembagian hasil proyek, penanganan dampak.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat

Presentasi Kasubdit Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK,
“Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat”, oleh Yuli Prasetyo
Nugroho, MSi.

* Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat diakui sebagaimana diatur dalam
KOnstitusi UUD 1945, dengan batasan: sepanjang masih hidup, sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, diatur dengan undang-undang.

* Pemerintah telah menetapkan kriteria masyarakat hukum adat, sebagaimana tertuang
dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni (1) masyarakat masih
dalam bentuk paguyuban, (2) ada kelembagan dalam bentuk perangkat penguasa
adatnya, (3) ada wilayah hukum adat yang jelas, (4) ada pranata dan perangkat hukum
khusus peradilan adat yang masih ditaati, (5) masih mengadakan pemungutan hasil
hutan dan wilayah hutan disekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



* Pemerintah sudah menerbitkan peraturan untuk menetapkan hutan hak, berdasarkan
(1) Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2012 tentang Hutan Hak, dan (2) Perdirjen
Perhutanan Sosial Nomor P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016, tentang Tata Cara Verifikasi
dan Validasi Hutan Hak.

* Pengakuan masyarakat adat juga dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

* Hutan dikelola berdasarkan pengetahuan kearifan lokal dengan cara-cara lestari,
terbukti menghasilkan keanakaragaman genetik dan bernilai penting, serta bernilai
ekonomi. Banyak obat-obatan bersumber dari kekayaan genetik dari hutan adat,
seperti: buah merah, sarang semut, kulit kayu tertentu, dan sebagainya.

* Kerusakan hutan dikarenakan kebijakan dan proyek pembangunan yang eksploitatif,
serta pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari
eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol mengakibatkan kerusakan
degradasi lingkungan hutan, degradasi kearifan lokal, menurunnya kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat.

* Pengakuan hutan adat dapat menjamin ruang kehidupan masyarakat, melestarikan
fungsi lingkungan dan hutan, serta dapat menyelesaikan konflik.

* Pemerintah daerah belum mengsosialisasikan perkembangan kebijakan dan
mengusakan pengakuan hutan adat di Papua.

* Masyarakat terkendala dengan belum adanya kebijakan daerah yang mengakui
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun demikian, KLHK dapat
mengusahkan dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemenuhan
hak masyarakat sepanjang ada usulan hutan adat dari masyarakat adat bersangkutan.

Mekanisme Non Judicial Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam

Presentasi “Mekanisme Non Judicial Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam” oleh
Wahyu Wagiman, ELSAM Jakarta.

* Pengertian Hak Asasi Manusia dan Dasar Legal. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
seperangkat hak yang melekat pada manusia yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi
dan dihormati. HAM melekat dalam setiap manusia untuk kehormatan dan martabat
manusia. Di Indonesia, ketentuan mengenai HAM terdapat dalam UUD 1945, Tap MPR
XVII/1998 dan berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang sudah
diratifikasi.

* Dalam praktik, masih ditemukan terjadi pelanggaran HAM, seperti masih banyak
penduduk miskin dan hidup dibawah standar hidup layak, maraknya kasus sengketa
agraria, konflik pertanahan dan perampasan tanah, kriminalisasi terhadap masyarakat
disekitar dan dalam kawasan hutan, percepatan pembangunan proyek strategis
nasional yang mengkonversi dan merusak hutan.

* Kebijakan negara masih pro pada modal dan memproduksi komoditi komersial,
sehingga kebijakan dikeluarkan untuk memperlancar kepentingan korporasi dalam
mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah luput dan abai melindungi dan
menghormati hak-hak masyarakat setempat.



* Lemahnya penegakan hukum dan HAM menjadi penyebab terjadinya pelanggaran
HAM, yang mana korporasi menjadi salah satu aktor penyebab dan terlibat melanggar
HAM.

* Masyarakat mempunyai hak legal untuk mengupayakan keadilan melalui sistem
peradilan dan forum internasional atas kasus pelanggaran HAM, dijamin hukum
Indonesia dan Internasinal. Ketentuan hukum internasional telah diterima negara
Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.

* Ada dua mekanisme penyelesaian hukum ditingkat nasinal secara (1) Yudisial, melalui
gugatan Perdata dan PTUN; (2) Non Yudisial melalui mekanisme pengaduan Komnas
HAM, Ombudsman, ISPO, Alternatif Penyelesaian Sengketa, SVLK, Clear and Clean
Minerba. Sedangkan ditingkat internasional, melalui mekanisme (1) Yudisial,
pelanggaran hukum nasional, seperti ketentaun ATCA di Amerika, telah
menyidangkan kasus Freeport dan masyarakat adat; (2) Non Yudisial, lewat Badan PBB
berdasarkan Kovenan dan Konvensi, FLEGT, OECD, RSPO, IFC.

* Hal-hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan untuk menempuh mekanisme yudisial
dan non yudisial, yakni: kekuatan data dan fakta, analisis masalah, pengorganisasian
masyarakat dan LSM pendukung, waktu yang dibutuhkan, pilihan mekanisme yang
tepat.

* Suku Yerisiam sudah melakukan gugatan melalui PTUN Jayapura terhadap Gubernur
Provinsi Papua, yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan PT. Nabire Baru,
perusahaan kelapa sawit. Gugatan tidak diterima dan terjadi banding ke PTUN
Makassar, keputusannya gugatan tidak diterima. Sehingga, masyarakat melakukan
pengaduan melalui RSPO, utamanya terkait pengrusakan dan pembongkaran hutan
dusun sagu.

* Orang Arso telah mengadukan PTPN II kepada pemerintah, tetapi belum mendapat
tanggapan berarti dari pemerintah daerah dan pusat.

Politik Tata Ruang dan Hak Masyarakat Adat Papua

Presentasi “Perebutan Ruang Hidup'oleh Y.L. Franky, PUSAKA, dan Presentasi “Potret
Hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Barat”, oleh Esau Yaung, Yay. Paradisea.

* Berdasarkan kebijakan perijinan pemanfaatan kawasan hutan diketahui sebagian besar
tanah hutan dan perairan di wilayah Provinsi Papua Barat telah diberikan kepada
puluhan perusahaan pembalakan kayu, kehutanan, pertambangan dan budi daya
lainnya, sisanya diperuntukkan bagi kawasan hutan dengan fungsi lindung (15%) dan
konservasi (28%).

* Tutupan hutan dari tahun ke tahun mengalami perubahan penurunan luas. Pada tahun
2000, luas hutan primer sebesar 7.973.110 hektar turun menjadi 6.199.101 hektar pada
tahun 2014. Sedangkan luas tutupan hutan sekunder sebesar 1.887.772 pada tahun 2000
dan bertambah menjadi 2.693.019 pada tahun 2014.

* Deforestasi terjadi karena pembukaan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit,
pembangunan infrastruktur, perluasan perkantoran dan pemukiman masyarakat.

* Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan RTRW Provinsi Papua Barat dan
mengusulkan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan, seluas 2.012.211
hektar. Perubahan tersebut termasuk perubahan menjadi hutan produksi konversi



seluas 1.301.890 hektar dan Areal Penggunaan Lain seluas 1.508.900 hektar. Tim
Terpadu telah melakukan kajian atas usulan tersebut dan menguculkan perubahan
kawasan hutan hingga 713.325 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas
293.348 hektar, perubahan fungsi seluas 415.953 hektar dan penunjukkan baru seluas
3.934 hektar.

Pemerintah melakukan perubahan peruntukkan dan fungsi hutan diduga untuk
mengakomodasi izin-izin yang sudah terlanjur diterbitkan sebelum kebijakan RTRWP
Papua Barat ditetapkan. Penataan ruang sangat dipengaruhi oleh kepentingan
korporasi yang menentukan rencana dan peruntukkan ruang baru untuk kepentingan
mengakumulasi modal.

Ruang masyarakat yang dikuasai secara kolektif dan mempunyai beragam fungsi
sosial, budaya, ekonomi, penjaga keseimbangan ekosistem, dipaksa berubah melalui
mekanisme kebijakan tata ruang negara, ruang menjadi komoditi untuk produksi
ekonomi. Hutan milik masyarakat beralih ketangan pemodal dan mengusahakan untuk
perkebunan kelapa sawit, pembalakan kayu dan pertambangan.

Pola dan struktur ruang yang terbangun secara alamiah dan berdasarkan interaksi
kebutuhan masyarakat dipaksa berubah dengan managemen baru mengikuti sistem
usaha sosial ekonomi, dilakukan secara luas dan dalam waktu yang cepat. Perubahan
ini mengakibatkan kerusakan lingkungan luas, deforestasi, hilangnya berbagai
keanekaragaman hayati. Dampaknya merugikan masyarakat adat setempat dan
lingkungannya.

Masyarakat adat setempat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RTRW hingga
keputusan penetapan RTRWP dimaksud. Pengetahuan pola ruang masyarakat tidak
diakui dan tidak diakomodasikan dalam struktur pola ruang. Terjadi ketegangan
kepentingan antara masyarakat, pemerintah dan korporasi.

Masyarakat adat perlu mengusahakan pembuatan peta tanah adat dan tata guna lahan
diwilayahnya masing-masing, serta rencana pengelolaan tanah dan wilayahnya. Hasil
pemetaan, pengetahuan tata guna lahan dan adanya rencana pengelolaan, menjadi
bahan advokasi untuk perubahan tata ruang di masa mendatang.




BAGIAN KETIGA
TESTIMONI BERBAGI PENGALAMAN

Sesi ini bertujuan untuk peserta dapat berbagi pengalaman dan mencurahkan pendapat
sehubungan dengan isu permasalahan yang dialami masyarakat di kampung masing-
masing dan secara luas di daerahnya, berhubungan dengan dampak dari proyek
pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia, kehidupan sosial ekonomi, kerusakan hutan dan lingkungan, serta inisiatif
upaya masyarakat memperjuangkan hak-haknya.

PENGANTAR

Kita adalah pejuang-pejuang masyarakat adat, pejuang-pejuang pembela kebenaran,
pejuang-pejuang yang membuat sejarah. Kita adalah pelaku sejarah masa kini yang akan
dicatat oleh anak cucu kita, sejarah ini akan dipelajari aleh anak cucu kita. Apapun yang
kita lakukan hari ini, itu bukan tiba-tiba terjadi hari ini. Tapi itu sudah dicatat, dilakukan
oleh pendahulu-pendahulu kita. Karena dengan tanah ini mempunyai penghidupan,
tanah identik dengan jiwa di mana ketika mereka ditempatkan, suatu masyarakat adat
ditempatkan di situ, tanah itu memberikan kehidupan. Dengan makna filosofis itulah
kemudian masyarakat adat hidup dan mati di atas tanah mereka, hidup dan mati
berjuang sampai nyawanya itu hidup dan mati mempertahankan harga dirinya; hidup
dan mati mempertahankan harkat.

Cerita pengalaman dan pengetahuan ini, diharapkan menjadi pembelajaran bagi
masyarakat-masyarakat adat yang lain untuk bergerak, bergerak menyampaikan
kebenaran, bergerak untuk menyampaikan kepada semua masyarakat adat yang di
Sorong sampai Merauke. Mengapa kita selalu aktif berbicara? Mengapa kita selalu harus
bertindak? Karena jika kita tidak berbicara, tidak bertindak, maka kita sejalan
melestarikan kebodohan bagi anak cucu kita. Kita harus berani bicara, karena dengan
bicara pengetahuan-pengetahuan dan kearifan lokal akan tertanam dengan sendirinya
kepada anak cucu kita.

Nah itu lah yang diajarkan oleh moyang-moyang kita sampai hari ini. Bertindak dan
harus waspada kalau ada konsekwensinya. Itu adalah kewajiban. Tidak ada pembebasan
yang gratis, tidak ada pembebasan yang cuma-cuma. Untuk apa? Untuk masa depan yang
lebih cerah. Untuk apa? Untuk generasi hidup yang lebih sejahtera. Tidak ada cerita lain.
Apa yang kita lakukannya hari ini? Untuk gererasi masa depan.

Pastor Felix Amias (SKP Merauke)

Perjuangan kita mengembalikan martabat tanah sebagai reaksi atas perampasan tanah,
penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai, serta untuk martabat kemanusiaan



kita. Ketika terjadi kerusakan atas tanah itu sebenarnya pelanggaran atas hak atas
penikmatan.

Keadilan itu berkaitan dengan peradaban. Jadi kalau di situ tidak ada keadilan jangan
pernah mimpi tentang perdaban. Jadi masyarakat itu perlu digambar, perlu dipahami
sehingga memiliki kesatuan. Karena kesatuan itu menjadi kekuatan untuk sukses dalam
perjuangan.

“Kalau orang dari luar datang, dia melihat keadaan di kampung, di masyarakat sudah
tidak bersatu, maka ini menjadi bahan yang empuk bagi orang lain untuk merusak.” Jadi
bagi orang lain untuk merusak. Sama dengan orang kalau mau berkiprah musim dia tidak
datang dia di daratan cari kekuatannya, cari kelemahannya ke depan. Jadi dia cari
kelemahannya dan termasuk dari kelamahan itu untuk pengawasan tesebut.

Daniel Yarawobi (Kepala Suku Yerisiam)

Perusahaan datang ke masyarakat, lalu kita berada pada pilihan, uang atau tanah leluhur.
Kalau pilih uang, bagaimana langkahmu, kalau berikan tanah berarti nyawamu terancam.
Dahulu, saya berjuang 99 % untuk masyarakat Sima dan tidak ikut-ikut mengakui
perusahaan tersebut dari awal. Saya diminta oleh perusahaan untuk menerima uang
sebesar Rp. 77 milyar di rumah saya. Itupertama saya digodai oleh “Setan Ular” dari
perusahaan. Saya ditawari beberapa kali, tetapi menjadi satu pegangan hidup saya bahwa
tanah lebih bagus dari pada nilai uang. Karena tanah adalah harga diri sebagai seorang
anak Papua. [tulah yang mau saya sampaikan, jangan sampai nilai uang itu menjatuhkan
moral bagi diri pribadi Anda.

m Kami berani maju menuju ke pengadilan untuk
- E 4 mendapatkan kembali hak-hak kami. Pada tahun
2015, kami menuju PTUN Jayapura untuk
memperjuangkan hak dengan susah payah. Saat
kami mengantarkan berkas ke PTUN Jayapura,
dikatakan kalau kami sudah terlambat. Saya
sampaikan kebenaran itu bukan diukur dari
ketentuan PTUN, kebenaran itu diukur dari
kesalahan. Akhirnya berjalan pengadilan PTUN.
Kami sendiri mengikuti sidang selama lima kali
dengan menggunakan akal pikiran kami tanpa
ada bantuan lembaga hukum. Kita tidak bisa
membayar  lembaga  hukum.  Dukungan
bertambah setelah bertemu dengan Gereja. Kami
pun berjalan sampai sidang itu selesai.

Dalam persidangan PTUN, dikatakan gugatan
terkait IUP tahun 2008 sudah melebihi 90 hari.
o || Fakta lain, IUP keluar setelah ada Izin
. Pemanfaatan Kayu, lalu AMDAL baru keluar
pada 2013. Saya merasa itu tidak tepat tidak
| sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia.
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Akhirnya penegakan hukum itu tidak benar.Kemudian 14 hari berikutnya kami
mengajukan banding ke Makasar. Sampai sekarang kami tidak pergi lagi karena sudah
dibatalkan oleh mafia, manusia-manusia yang ada di Nabire yang diutus oleh entah itu
pemerintah atau apapun yang saya tidak jelas mereka datang ke Makasar atas nama
semua suku Yerisiam.

Kesulitan-kesulitan yang kami alami membuat masyarakat mulai berubah kesadaran
bahwa kalau hutan ditebang habis, kami yang kena imbasnya. Itu baru ada kesdaran
masyarakat beberapa untuk mengikuti kegiatan petani.

Pansus DPRD Nabire untuk penyelesaian konflik kami mulai terbentuk pada tahun 2015,
tapi sampai sekarangbelum ada satu kata dari DPR kepada kami. Aspirasi kepada
pemerintah belum ada respon.

Saya berpikir kepada semua korban-korban sawit di tanah Papua, mulai hari ini jangan
lupa untuk kita harus bersatu, tidak ada yang hancur karena uang. Persoalan untuk
membutuhkan manusia-manusia pemimpin seperti kalian, jangan lihat uang menjadi
dasar moral. Karena uang akan memberikan jalan bagi orang dari luar Papua, saya
memohon kepada semua untuk punya rasa harga diridan memberikan satu ke suku satu,
hari ini kita harus maju bersama menuntut hak-hak kita di tanah Papua.

Simon Soren (Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro)

Perlawanan kita bermula dari tahun 2008, berhadapan dengan perusahaan PT Austindo
Nusantara Jaya, sebuah perusahaan multinasional yang mengelola perkebunan kelapa
sawit di daerah Sorong Selatan. Sekitar pada tahun 2008, mulai melakukan eksploitasi dan
eksplorasinya, berawal dari mengelola sagu. Saat itu, perusahaan mengganti harga sagu,
mulai Rp.100 hingga Rp.3000 perpohon. Pembongkaran hutan seluas ribuan hektar
dilakukan sampai pada tahun 2015. Pada areal hutan tersebut terdapat beberapa sumur
minyak yang aktif.

Didaerah ini, terdapat banyak anak putus sekolah
seperti diberbagai wilayah, penduduk tambah
miskin, hutan tambah rusak. Jadi babi, atau rusa
atau binatang lain-lain itu tidak ada. Masyarakat
hidup bergantung pada hutan, pada alam dan
sebagainya. Pembongkaran yang mereka lakukan
itu, itu tidak sesuai dengan prosedur dan
kesepakatan masyarakat dengan mereka.

Kami lihat kalau begini posisinya, tidak bisa,
kelihatannya perusahaan makin menggila,
sehingga kita putuskan wuntuk aktif dan
melakukan tekanan demonstrasi di Kota Sorong,
yang mana terletak kantor perusahan. Pada 15
Februari 2015, kita melakukan demo pertama di
kota Sorong. Lalu mengumpulkaninformasi dan
bukti  pelanggaran,  kita  bentuk = tim
kerjamelakukan pengecekan di lapangan.




Kami temukan, lokasi perusahaan PT. Permata Putera Mandiri terdapat kayu-kayu
bertebaran, mereka mengambil kayu juga dan memberikan kompensasi hanya Rp. 150.000
sampai Rp. 200.000 per pohon. Wilayah operasi perusahaan mencakup wilayah adat dari
suku-suku besar seperti suku Iwaro, suku Kais, suku Kokoda dan suku Maibrat. Kami
juga masuk ke wilayah-wilayah peninggalan perusahaan minyak NNGPM (Netherland
Nieuw - Guine Petroleum Maatschapiij) kolonial Belanda. Perusahaan telah membuka
sumur-sumur minyak peninggalan kolonial.

Kami demo pertama ke perusahaan satu kali dan tidak ada tindakan represif, Tetapi
pasukan marinir ada dilokasi. Aksi kami yang kedua itu sama sekali tidak ada tanggapan
perusahaan. Kami terus membuat pertemuan-pertemuan dengan beberapa elemen dalam
hal ini pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, DPRD Propinsi dan demo ke Gubernur
Papua. Kita bertemu dengan Kapolda, karena kami melihat bahwa perusahaantelah
melakukan tindakan pidana, unsur pidana sudah tinggi. Kami membawa alat bukti
rekaman visual maupun photo dan sebagainya, kita langsung manghadap pak Kapolda
waktu itu. Kita sampaikan laporannya dan alat bukti. Tidak ada tindak lanjut dan hanya
dilakukan mediasi melibatkan Bupati Sorong Selatan, tidak ada hasil.

Pada 15 Mei 2015, kami melakukan demonstrasi dan aparat Polres Kota Sorong
menangkap 30 orang warga peserta aksi, termasuk mama perempuan. Penangkapan
diikuti dengan tindakan kekerasan pemukulan dan ditendang hingga lebam dibadan.
Pihak Polresta Sorong melakukan interogasi dan mengancam pasal-pasal pidana, Pasal
170 pengrusakan barang. Selanjutnya, dua warga ditahan dan lainnya dilepaskan. Dua
warga ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman lima tahun penjara. Selama
ditahan di Kapolres, terjadi tekanan dan pemberian makanan yang sudah basi.

Dukungan PBHKP (Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian) Papua di
Sorong, PUSAKA dan kawan-kawan lain di Papua dan luar Papua yang membantu
dalam pendampingan hukum dan mendukung menyuarakan permasalahan yang dialami.
Dukungan ini mempengaruhi berkurangnya tekanan aparat kepolisian dan proses
dipengadilan.

Tekanan kepada kami juga dilakukan oleh perusahaan dengan Somasi dan menuntut
kami untuk meminta maaf kepada perusahaan, tapi saya tidak mau dan berpandangan
bahwa tanah ini kami orang Papua yang punya. Kami juga ditawarkan uang dan
ditawarkan beasiswa ke luar negeri, ditawarkan program-program, tetapi sikap kami
tidak berubah.

Kami upaya menutut perusahaan melalui gugatan perdata ke pengadilan untuk segera
memberikan ganti rugi ke masyarakat adat, karena belum ada pelepasan hak atas tanah
kepada perusahaan. Kami semua bersama-sama mengikuti pengadilan. Tapi dalam proses
keterangan saksi, perusahaan menyampaikan ada pelepasan dan sebagainya. Padahal
masyarakat tidak diajak bicara

Bernadus Gilik (Kepala Kampung Malalilis, Sorong)

PT. Hendrison Into Persada [PT. HIP] yang ada di Kabupaten Sorong itu berada di atas
tanah kita, mereka merampas tanah adat. Perusahaan datangkan anggota (aparat) ketemu



masyarakat ~membuat mereka  diam.
Perusahaan mengundang masyarakat
bertemu di KM 21 Aimas, masyarakat dan
karyawan menyampaikan keluhan kepada
perusahaan  dan  pemerintah.  Kami
menyuarakan permasalahan kelapa sawit.
LSM sudah banyak melakukan kegiatan-
kegiatan yang membantu masyarakat

Wenan Weripang (Suku Mbaham, Kampung Kinam, Distrik Mbaham Dandara,
Kabupaten Fak Fak).

Bagi saya kenapa pertahankan hutan, kenapa menyelematkan negeri ini, kenapa kita
harus perjuangkan tanah ini? hutan itu supermarket. Maksudnya begini, hutan itu kita
punya ATM, kita pergi berburu sampai ke pasar dapat uang. Hutan itu kita punya apotik,
dan jangan pernah lupa juga hutan itu adalah falsafah hidup bari rakyat Papua.

Hutan itu perpustakaan hidup itu. Semua rakyat Papua, dari mana kemana, cerita
leluhurnya tidak pernah ada di dalam buku-buku tapi ada di hutan, ada di dalam pohon
kayu, ada di bawah kayu-kayu. Sehingga kita wajar bertahan hidup di atas negeri ini.

Fak Fak juga ada dua perusahaan besar, perusahaan HPH, PT. Arfak Indera dan PT.
Hanurata Hambalan. Mereka mengadakan pertemuan di Jakarta dengan Presiden dan
memberikan tanah masyarakat adat. Mereka menjadi tuan tanah di situ. Perusahaan
sudah beroperasi sejak tahun 1992, mereka mengambil kayu dan masyarakat
diperhadapkan dengan aparat militer dan Brimob.

Kami sudah bertemu perusahan yang akan mengembangkan pengambilan kayu di
daaerah baru, tetapi kami sudah bicara dan warga semua sepakat“bahwa hutan tidak
boleh ditebang. Hutan tidak boleh ditebang, hutan tidak boleh dihancurkan. Hutan harus
diselamatkan karena hutan adalah kehidupan.”

Kita membangun komunikasi dengan Dewan Adat, kami juga melakukan Aksi protes ke
DPR, melakukan aksi di pos perusahaan. Kami sampaikan persoalan tapi tidak selesai
masalahnya.Jadi intinya begitulah ketemua melawan perusahaan ini. Perusahaan punya
uang, punya penjaga, punya aturan, orang punya Bupati. Itu cerita pengalaman dari saya,
bagi saya itu bukan akhir. Akhir kata perjuangan tanpa batas persaudaraan tiada akhir.

Mama Elisabet Ndiwaen (Merauke)

Saya mewakili empat kampung di Distrik Ngguti, Merauke. Sejak awal tahun 2010,
perusahaan masuk ke kampung, kami tidak pernah tahu dengan perusahaan ini masuk
lewat mana. Masyarakat turun dari kempung ke kota, bertanya-tanya perusahaan ini
masuk inisiatif siapa? perusahaan kelapa sawit PT. Dongin Prabhawa beroperasi di areal
tanah kami, kami bingung.

Ada oknum-oknum pejabat Merauke yang bermain di dalam. Mulai dari tahun 2009 itu,
mulai ada pertemuan dengan pihak perusahaan dengan pihak pemerintah daerah.



Anehnya kami punya hak ulayat,
kami tidak diundang. Perusahaan
ini sudah banyak menipu. Kira-kira
permasalahan kami ini kapan baru
diselesaikan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah yang harus
bertanggung jawab. Karena kami
punya tanah dan hutan itu
diwariskan oleh leluhur kami, kami b . . ,
punya nenek moyang. Jadi bukan melawan pemerintah, saya bilang, * Bukan pemermtah
yang punya tanah! Bukan perusahaan yang punya tanah . Kami masyarakat adat yang
punya hak wilayah masing-masing daerah!”. Kami dari Suku Marind di Merauke, Kalau
dulu kami punya orang-orang tua hutan itu untuk perempuan melahirkan. Kami jadikan
hutan itu sebagai hutan untuk melahirkan anak-anak generasi penerus. Itu yang kami
pakai di Papua.

Saya lawan, saya berjuang di sini atas nama saya perempuan hal ini yang punya adat.
Saya sendiri berjuang, tapi saya melihat saudara-saudara di Papua Barat ini semua ada
laki-laki, tapi saya seorang perempuan, saya berjuang, saya melawan perusahaan. Saya
punya saudara-saudara ditindas, saya tidak mau. Saya perempuan punya hak yang sama
dengan saudara-saudara kami, ini di daerah-daerah kami. Jangan bilang sakit hati, kami
tidak mau untuk ditindas. Kami hanya perempuan biasa untuk mencari kebenaran, tapi
kami tidak dapat. Saya datang ke Dewan, saya datang menghadap ke Bupati, saya datang
menghadap polisi, saya ditolak. Coba lagi hari ini saya harus mencari keadilan ini. Saya
menangis. Saya sedih karena saya punya saudara durhaka, seperti orang yang ditindas,
apalagi ini di pihak perusahaan ada TNI yang sama sekali tidak punya perikemanusiaan,
dan tidak punya prikeadilan. Saya kecewa, saya menangis. Saya melihat sendiri saudara-
saudara saya ditindas. Kasihan, kenapa saudara-saudara saya ini ditindas? Padahal kami
saat ini cuma mau menuntut hak kami yang perusahaan ini sudah menghancurkan kami
punya hutan yang Tuhan menciptakan hutan di Papua begitu indah tapi kenapa manusia-
manusia yang tidak bertanggung jawab datang untuk merusak hutan kami, kasihan
sekali.

Perusahaan tidak pernah merealisasi janji-janji, Pemerintah Bupati tidak ada, baku tipu.
Mereka hanya mau cari keuntungan dari kami kayu-kayu kami yang digusur habis itu
tidak pernah dihitung hanya digusur saja begitu. Saya ini punya hutan yang begitu indah
hancur. Saya menangis siang sampai malam.

Ini luar biasa perjuangan ini kita semua belum berakhir, mari kita sama-sama berjuang
untuk hak-hak kami jangan takut. Apapun yang terjadi kami tetap maju jangan mundur.
Kalau kita muncur nanti kita kalah, tidak boleh. Leluhur kami juga ikut sedih, dimana
generasi penerus mungkin kalian ternyata orang muda harus maju jangan sampai
menyerah. Tidak boleh. Buktikan, kita sama-sama bergandeng tangan kita harus basmi
hari ini semua kejahatan-kejahatan.

Kita buktikan itu bahwa kita perempuan juga maju untuk bersatu bergandengan tangan
melawan manusia jahat yang sudah merusak dan merampas hak-hak kami. Dan hari ini
perjuangan kami belum selesai. Bupati sudah tanda tangan kasih masuk satu perusahaan



lagi. Mau ambil satu kampung
ini lagi, kampung mana lagi
yang masih ada hutan. Hutan
sudah habis.Kami masyarakat
yang merasakan, kami sekarang
mau cari makan saja susah. Dari
dulu kami bisa makan dari
hutan, ada ikan ada daging,
sampai sekarang setengah mati.
Masyarakat sudah tidak bisa ke
hutan, masyarakat di luar areal
kelapa sawit PT. Dongin Prabawa.

Pemerintah buta, buta atas penderitaan kami ini. Jangan duduk diam, tidak boleh tutup
mata, hutan masyarakat kami hancur. Kami katanya sudah merdeka, tapi kenapa hak-hak
perempuan tidak bisa, tak guna untuk Indonesia merdeka, untuk apa kita berikan, untuk
apa membuat undang-undang-Pancasila kalau tidak ada artinya untuk Papua.

Mama Mirna Hanebora (Suku Yerisiam, Nabire)

Perjuangan kami perempuan dari Yarisiam adalah mempertahankan dusun sagu yang
digusur oleh perusahaan kelapa sawit PT. Nabire Baru. Penggusuran dusun saguadalah
pelecehan. Karena sagu seperti kami perempuan yang dirampas, diperkosa. Sagu itu
seperti mama kami.

Memang peusahaan membayar untuk masuk mengambil harta. Awalnya, kami kira
perusahaan nanti bagus, dia kerja bagus, tapi dalam perjalanan dia punya pekerjaan tidak
baik dan berjalan tidak sesuai aturan. Perusahaan setiap ingin melakukan sesuatu harus
lewat ijin dulu, baru boleh bongkar. Karenanya, kami mengajukan gugatan lewat PTUN,
karena kami menderita dan keterlibatan aparat militer.

Hari ini, saya di sini mau kasih tahu konflik kami dan menggugat Surat Keputusan
Gubernur tentang perijinan usaha perkebunan kelapa sawit. Kami perempuan tidak
hanya sampai di situ berhenti. Pusaka dan teman-teman membantu kami sampaikan
keluhan kepada RSPO terkait pembongkaran dusun sagu.

Kenapa dusun sagu kami dibongkar, kami perempuan-perempaun menangis, menangis
karena dusun tempat makan, tempat hidup, tempat perut, dan kita tidak hidup dengan
makan beras. Kami orang Yerisian bersatu karena sagu. Sawit itu bukan makanan pokok,
diapenghasil minyak. Kenapa orang Papua harus sawit. Kalau begitu jangan sawit, kalau
kami dengan sagu. Ini saya sampaikan kepada bapak yang memberi ijin tu. Kalau adapun
persoalan yang menyangkut kelapa sawit dan mereka melakukan tindakan dengan
mereka penebangan sagu itu tolong sampaikan dan dusun sagu itu tidak boleh gusur.
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ﬁ'?",‘ 5’ . .. Kami menolak untuk menggusur sagu
| ‘ I ||1‘ | ) * untuk tanaman sawit. Sagu itu butuh
" pengairan, cuaca bagus, panas, dan
= hujan untuk tumbuh. Kami punya susu
.~ itu sagu, kami punya makanan itu sagu,
kami terima sagu, kami boleh tanam
. sagu. Kalau Papua sagu habis sudah,
sagu dapat dari mana? Kalian akan
makan apa? Apalagi sampai 30 tahun

kami makan sawit kah? Tidak mungkin.

Kita segera buat gerakan dan mulai mawas untuk menjaga keselamatan negeri kita.
Linus Omba, Suku Mandobo (Boven Digoel)

Saya berasal dari Suku Mandobo, asal Kampung Subur di perbatasan Merauke dan
Digoel.Kami suku diperbatasan untuk mengayomi kedua suku Mandobo dan Malind.
Permasalahan kami, perusahaan kelapa sawit masuk ke wilayah adat kami tanpa
diketahui kita di sini. Padahal kami adalah pemilik tanah yang sebenarnya, tidak pernah
ditanyakan.

Saat itu, ada 42 perusahaan yang masuk ke daerah Selatan, khusus di Merauke. Merauke
dijadikan tempat investasi besar-besaran. Kami mengetahui ada kepala kampung yang
sudah dibawa ke Merauke dan tanda tangani surat pelepasan tanah.

Perusahaan kelapa sawit PT Biro Inti Agrindo menyampaikan telah membuat adat
pelepasan dan diberi ijin oleh pejabat daerah. Kami lalu melakukan perlawanan di
perusahaan, kami hubungi SKP Keuskupan dan teman-teman yang lain untuk melakukan
tekanan-tekanan. Kita menyusun strategi minimalkan dampak perusahaan.

Kita bernegosiasi dengan perusahaan, kami membuat surat kepada badan-badan instansi
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapat kebenaran. Kita duduki
dan bermalam selama tiga hari diareal perusahaan, mereka tidak kerja. Perusahaan
memberikan uang, kami tidak perlu uang, tetapi perusahaan berikan uang Rp. 1 milyar
dan bukan berarti ini bayar tanah, tapi bayar kerusakan hutan yang ada. Uang dibagikan
kepada masyarakat.

Tahun 2014, kami permasalahkan kembali pelepasan tanah. Kami sadar kelemahan
masyarakat sendiri. Kita bangun persatuan masyarakat bersatu dan membangun dengan
LSM, kita mencari jalan keluar strategi apa yang harus kita pakai. Kita juga membangun
komunikasi dengan komunitas dari tiga distrik, terdiri dari berbagai suku.

Kami seringkali mengalami intimidasi dari aparat, disertai kekerasan, tendangan, pukulan
dari polisi dan lain-lain. Pada 05 Agustus 2016, kami mengalami kekerasan saat
melakukan aksi pemalangan di lokasi perusahaan. Anggota TNI Kopasusmenyerang
kami, kami bertahan dibawah tiang bendera merah putih. Mereka membawa pistol dan
mendekati saya. Kami tidak gentar, saya katakan “tembak, tembak saya akan mati di sini,
saya tidak lari”. Mereka menembak kearah kami hingga menghabiskan peluru satu



magazen. Masyarakat tidak lari dan datang pegang bendera. Kalau kita lari kita akan
mati. Kami melaporkan kasus penembakan tersebut kepada Kapolsek dan berharap
dilanjutkan dengan pengadilan militer.

Ferdinan Tuamis (Keerom)

Saya tidak pernah membayangkan sebagai ahli waris dari masalah. Sejak tahun1982,
negara secara resmi mencaplok tanah masyarakat adat Arso untuk perkebunan kelapa
sawit milik PTPN. Dokumen perjanjian dibuat secara sepihak dan penuh rekayasa,
manipulasi, juga intimidasi. Tanah dan hutan diperolah secara gratis, secara cuma-cuma
negara mencaplok tanah adat itu dari Masyarakat Adat Arso, dari Fain, dari
Trembusanan, Parong, Kasehtotos.

Permasalahan ini bukan hanya menyangkut pemilikan hak semata, tetapi yang mencakup
itu eksistensi kami, keberadaan kami, hutan, tanah dan fungsi sosial ekonomi. Mama,
dalam bahasa Arso artinya ada dua, “Ma”, bisa berarti “susu,” dan “Mah” juga berarti
“tanah.”

Jadi orang Keerom umumnya mengalami permasalahan ini karena tidak banyak yang
sekolah.Ketikaitu situasinya tidak memungkinkan untuk bisa lagi sekolah. Sekarang
masyarakat dibujuk untuk menyerahkan hutan lagi. Mereka mau buat program
transmigrasi dan perkebunan.

PTPN di Arso itu investasi terdiri ekonomi dan proyek politik untuk mengamankan
republik ini. Di Keerom khususnya di Arso itu, terdapat Markas Besar TNIL PTPN
didatangkan bukan untuk kita orang, tapi untuk mengamankan Indonesia. Satu ini yang
jadi korban wuntuk keamanan. Industri perkebunan kelapa sawit PTPN telah
mengakibatkan hilangnya orang Keerom, orang Arso, Manokwari, dari peta dan demi
keuntungan Indonesia itu tidak rugi, “secara politis menguntungkan.”

Era reformasi ada perubahan secara perlahan. Kami yang besi tua masih berdiri walaupun
sudah karat, meskipun sulit menghadapi pemerintah dan menghadapi komunitas kita
sendiri. Ibarat mendirikan rumah di atas pasir tapi kalau badai ombak datang, ruamh
terseret oleh arus, tersapu oleh angin.Proses awal yang diadakan oleh negara
menggunakn produk-produk hukumnya dan lembaga-lembaganya, yang kita pakai.
Kemudian kita lihat kekuatan-kekuatan lokal yang pertama modal dasar itu kita sendiri.
Itu, itu dasar nomor satu sekarang, kemudian kekuatan-kekuatan lokal. Apa artinya kita
berjuang kalau kita tidak bersatu. Orang lain di sana juga mudah ditolak kalau model
begitu.

Jadi mama yang sama itu hari ini juga Mama Papua yang menderita masih akan terus dan
mencucurkan air mata. Dan tegas sekali kalau kita dengan mama kamu itu berarti kita jual
mama itu lagi. Jual mama itu artinya bunuh diri.

Dominika Tafor (Arso)

Sejak 1982 itu tanah kami seluas 50 ribu hektar dicaplok oleh negara dan menugaskan
PTPN II untuk beroperasi di atas areal itu secara bertahap. Sejak 1982 orang tua kami pada
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Kami menangis karena menyaksikan hutan
sagu, hutan tempat-tempat sakral, digusur
dan dihancurkan hingga riabuan hektar.
Akhirnya orang tuang coba membuat sebuah
gerakan walaupun ini tantangan sangat berat
karena Arso berada di daerah perbatasan
Indonesai-Papua Nwe Guini masyarakat bisa
jalan satu hari bolak-balik dari Arso ke PNG.
Karena kepercayaanbahwa Tuhan itu masih
ada, ternyata dengan  mengadvokasi
membawa bebeapa orang tua mengharapkan
kepada pihak pemerintah dan tidak sampai
karena temant-teman. Tahun1985, Bapak Tuamis dan beberapa tokoh meminta bantuan
kepada LBH, Uncen, dan beberapa pembela hukum yang lain, sudah putus dan bisa
tersambung lagi.
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April 2016 ini, kami mendiskusikan kembali dan melihat peristiwa yang sudah terjadi,
hanya satu kata, “ambil kembali tanah kami 50 ribu hektar,”. Sebagai simbolis, kita ambil
segumpal tanah itu dibawa pulang ke rumah adat. Sampai dengan kekuatan alam hanya
beberapa reaksi yang terjadi, reaksi di pemerintah, reaksi di perusahaan, bahkan dari
dalam ada terjadi ada perpecahan tapi saya tetap jadi pemimpin manakala ada bersama
saya karena kebenaran. Saya.turun ketemu pihak propinsi untuk coba duduk bicara,
ketemu DPRP Papua dan perusahaan dengan yang lain-lainnya.

Kami tetap berkomitemen menuntut tiga hal, yakni petama, kembalikan tanah kami 50
ribu hektar hak kami sebagai pemilik. Kedua, pemerintah bersama perusahaan membayar
ganti rugi selama 34 tahun okupasi di atas tanah kami. Ketiga, kalau pemerintah ingin
berlanjut, mari kita dulu berbicara.

Permintaan ini sudah kami sampaikan dan ada tanggapan positif dari pemerintah
propinsi. Ketua Komisi di DPRD juga telah menyampaikan hal ini ke pemerintahpusat.
Kalau belum berhasil, kami bawa ke pengadilan.



Kostan Natama (Suku Mairasi, Wasior)

Kasus Wasior terjadi sebelum menjadi kabupaten dan masih sebagai distrik, dengan nama
Distrik Wasior, bagian dari Kabupaten Manokwari. Perusahaan HPH beroperasi tanpa
persetujuan masyarakat, izinnya dari Kabupaten Manokwari. Dari waktu ke waktu terjadi
ketegangan, hingga ketika masyarakat hendak menghendaki rumah, tapi pihak
perusahaan membangun rumah ukurannya kecil, tidak seperti ukuran besar yang
dikehendaki masyarakat, dan tidak sesuai perjanjian. Masyarakat protes dan kepala
kampung mengalami kekerasan melibatkan petugas Brimob setempat. Tidak ada proses
hukum menindak perilaku tersebut.

Peristiwa pelanggaran HAM di Wasior karena tindakan kekerasan, pembunuhan diatas
pembunuhan, warga ditembak tanpa proses hukum, yang dilakukan aparat kepada
masyarakat adat yang mempertahankan haknya. Hal ini membuat masyarakat di
Wondama menjadi trauma takut kepada Polisi dan Brimob

Kebersamaan kita ini perlu dibangun terus untuk melindungi tanah dan sagu sebagai
makanan tradisional sepanjang sejarah turun temurun sebagai susu ibu kita dan lain-lain.
Kita bicarakan soal masa depan anak-anak di atas tanah Papua ini.




BAGIAN KEEMPAT
CATATAN DISKUSI

* Konstitusi negara mengakui masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya dan negara
mempunyai hak kekuasaan untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Hak
negara ini bukan berarti negara memiliki. Konsep ini sering disalahgunakan dan
disalah tafsirkan untuk menundukan rakyat, mengalahkan rakyat yang tidak memiliki
informasi pengetahuan hak-hak hukumnya.

* Seharusnya, semua orang mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup untuk
balik melawan, karena itu disitu senjata kita. Artinya sirkulasi terkait distribusi
pengetahuan warga dengan konsep-konsep menjadi salah satu hal yang paling penting,
kalau tidak nanti mereka pakai itu sebagai alat, ditambah dengan mereka punya senjata
itu.

* Perlu melakukan advokasi mendorong perubahan dan memastikan adanya peraturan
daerah yang khusus untuk mengakui, melindungi dan menghormati hak-hak adat
masyarakat atas tanah dan sebagainya.

* Penyelesaian kasus-kasus hak-hak ulayat sebaiknya dibawa ke peradilan adat, jangan
kita bawa dulu ke peradilan negara, karena sulita kita bisa menang, kita diputar oleh
aturan dan undang-undang. Kita mengusulkan perlunya Perdasus tentang peradilan
adat, yang mengakui sistem hukum dan peradilan masyarakat adat masing-masing,
dilaksanakan oleh lembaga adat, sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat.

* Melakukan tatap muka dengan stakeholder, korban, perusahaan dan pemerintah,
presiden, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, dalam sebuah pertemuan.
Pertemuan ini untuk mendiskusikan dan mendialogkan permasalahan dan tuntutan
masyarakat terkait masa depan masyarakat dan aktivitas investasi. Mereka bisa
mendengar langsung dari para korban, korban bicara apa yang mereka rasakan.

* Mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan review atas izin-izin dan praktek
investasi yang berlangsung di tanah Papua, ada kebijakan secara internal khusus untuk
Papua terkait dengan investasi. Pemerintah melakukan review atas berbagai perjanjian
pada masa lalu secara tidak benar, tidak adil dan tidak menghormati hak-hak
masyarakat.
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sudah ada untuk memperkarakan perusahaan dan aparat keamanan secara pidana
maupun perdata.

Mengembangkan kapasitas masyarakat tentang pengetahuan hukum dan
paralegal,sehingga masyarakat tidak menjadi korban penipuan dari sebuah proses-
proses hukum yang tidak benar dan tidak adil. Selain itu, mengorganisir advokat yang
secara serius melakukan advokasi kasus-kasus perampasan hak ulayat, pertanahan,
hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan.

Memikirkan usaha-usaha ekonomi alternatif untuk masyarakat adat sehingga tidak
terpengaruh bujuk dan rayu dengan uang dari para investor. Memperkuat mental
masyarakat, tidak tergoda dengan uang. Mendorong masyarakat mengusahakan
potensi-potensi hasil hutan dan lahan menjadi alternatif-alternatif mata pencaharian
mereka. Memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan tanpa merusak hutan.

Pengorganisasian masyarakat akar rumput masih lemah, perusahaan menggunakan
orang-orang mantan aktivis yang kerja disana dan mengtahui kelemahan-kelemahan
masyarakat. Perlu ada kerjasama antara LSM dan masyarakatdisemua tingkatan, pusat
sampai ke daerah, hingga ke kampung.

Aksi-aksi advokasi yang teridentifikasi dilakukan oleh LSM dan masyarakat, yakni:
membangun kekuatan masyarakat,membangun solidaritas bersama antara masyarakat,
memperbanyak paralegal, memperluas jaringan-jaringan NGO, jaringan komunikasi
dan lobi-lobi. Memanfaatkan standar terbaik untuk melakukan pengaduan dan keluar,
seperti, skema RSPO, OECD, GNPSDA yang diselenggarakan oleh KPK, menggunakan
film wuntuk mendidik kesadaran masyarakat, melaukan judicial review atas
kebijakanperturan perundang-undang yang tidak menghargai hak-hak masyarakat
adat, seperti undang-undang sektoral yang berbenturan dengan undang-undang
otonomi khusus Papua.

Mekanismeinternasional, mekanisme PBB yang bisa dimanfaatkan, seperti UPR
(Universal Periodic Review) yang baru berakhir tanggal 22 september kemarin, ada juga
yang dari Papua dan kawan-kawan dari Jakarta, jadi untuk laporan khusus untuk
Papua itu ada 12 laporan, Papua sendiri itu ada 4 laporan yaitu tentang ekosob, sipol,
tentang self determination dan tentang hak-hak perempuan, itu khusus dari Papua.
Ada jalur-jalur yang lain atau special raporteur, ada HRD (Human Rights Defender).

Mendesak pemerintah secara mengembangkan dan memberdayakan pendidikan dan
pengetahuan masyarakat.Masyarakat mudah ditipu karena sekolah SMP saja tidak
lulus, mereka tidak mengetahui ukuran kubikasi kayu dan nilai jual kayu. Masyarakat
dapat mempunyai posisi tawar lebih tinggi jika mengetahui banyak hal.

Koalisi perlu mengkaji aturan hukum yang melemahkan dan memberikan peluang
pada perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat. Koalisi merumuskan
solusi permasalahan, meningkatkan upaya penegakan hukum.

Kebijakan RTRW tidak mengakui hak masyarakat dan pemerintah telah membagi habis
tanah dan hutan sebagaimana untuk pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam



RTRW Nasional. Untuk menghadapi ini, perlu ada upaya pemetaan wilayah adat dan
mendorong lembaga pemetaan wilayah adat di Papua. Mengusahakan legalisasi peta-
peta oleh Gubernur dan Bupati.

Mengenai kelembagaan adat, selama ini pintu masuk ada di kepala suku dan ketua-
ketua adat. Kelembagaan adat diakar rumput perlu diperkuat, struktur, aturan-
aturannya dan sangsinya didokumentasikan.

Mengangkat kembali masalah Wasior, Papua Barat, mengkampanyekan dan
memperbesar permasalah ini. Mengadukan dan memenangkan kasus tertentu
kepengadilan, sehingga akan menjadi kekuatan dan menimbulkan kepercayaan diri
bagi kita. Semua korban, dewan adat, lembaga adat, LSM dan organisasi lainnya, saling
mendukung untuk bergerak bersama. Kunci terakhir kekuatan kita itu ada disitu, maka
bagaimana moyang-moyang itu terlibat dalam gerakan besar kita, karena saya yakin
bahwa roh-roh itu akan membantu kita untuk mendorong masing-masing punya kasus,
itu kekuatan yang sebenarnya harus ada di diri kita masing-masing, didalam wilayah
suku kita masing-masing.

Kalau kita tidak punya kekuatan dengan rakyat, maka sama saja kita itu menjadi
khayalan, sehingga yang paling terpenting itu adalah bangun kekuatan rakyat, bangun
kesadaran rakyat, Kita jangan terjebak dalam persoalan perjuangan sporadis,
perjuangan kelompok, perjuangan satu suku, perjuangan perdaerah itu sajai. Paling
penting membangun kesadaran kelas, membangun kesadaran massa, melakukan
distribusi informasi sampai sebanyak mungkin kepada rakyat.

Korban kebanyakan kekuranganpendidikan atau buta huruf sehingga menjadi
persoalan utama, surat-surat yang dibawa atau apa kadang kertas kosong,
ditandatangani masyarakat. Mereka juga diminta harus terima perusahaan dengan
alasan pembangunan jalan untuk mempermudah akses masyarakat ke pasar dan
pendidikan. Mereka terpaksa menerima.

Masyarakat sebagian pro pada perusahaan menandatangani surat perjanjian pelepasan
tanah dengan perusahaan, mereka yang menolak dan tidak mendapatkan pergantian
uang mempersoalkan perusahaan

Isu strategis kita adalah hutan, kalau hutan ini sudah tidak ada maka tidak ada
kehidupan, identitas hilang semua.Kita tidak mau biarkan hutan di Papua hilang dan
kita menjaganya untuk tetap lestari. Jadi gerakan besar kita adalah selamatkan hutan
Papua, itu satu yang bisa mengikat kita semua untuk melakukan advokasi terhadap
hutan. Secara spesifiknya target kitamengeluarkan HPH dan Sawit dari Papua.

Tanah ini bukan tanah sembarang, tapi tanah adat, itu artinya sifat adatnya itu masih
adat, kalau di kota dengarkan kita tidak bisa bilang tanah adat karena itu, mungkin
sudah tidak ada karena sudah terlalu banyak orang dan segala macam hal, tapi kalau di
Papua ini tanah adat, itulah sebabnya sistem kepemimpinan itu kita angkat kembali
disetiap tempat, itu yang kita coba lakukan di Merauke.Perlu mengamankan
masyarakat adat melalui peta tanah adat, sedangkan pengaman kedalam, yaitu setiap



suku atau marga juga tidak sembarang menjual tanah, kita tidak tahu mereka punya
tanah dari mana, kita bisa kontrol itu kedepan.

Kesaksian dan apa yang kita diskusikan masih sangat sektoral, lokal, terbatas pada
segmen-segmen tertentu. Tapi bagi kami yang berupaya memahami dan mempelajari
kasus-kasus struktural yang cukup rumit. Kami temukan kepentingan ekonomi
dominan, ekonomi dominan maksud saya disini misalnya di Selatan, Merauke atau
Digul, kalau kita lihat struktur perusahaan disana, sebenarnya tidak banyak orang yang
kesana, hanya ada Korindo Group, yang paling dominan bisa menguasai lahan sampai
jutaan hektar di Digul itu sampai 700.000 hektar, dan di Merauke itu mungkin sampai
100.000 hektar. Begitu juga didaerah lain di Papua ini, tidak begitu banyak orang yang
ada disini, tapi ada kekuatan dominan yang ada disini, dan seperti kemarin mereka
sedang mengakumulai modal dengan cara-cara politik, ditempat-tempat lain, baik di
Papua, atau Sulawesi, Kalimantan dan sampai di negara-negara yang lain. Dan motif
atau pola kerjanya mereka itu mirip sekali, jadi modus kerja mereka mulai
menumbuhkan kekuatan-kekuatan lokal yang kolektif, kemudian mereka ciptakan
jebakan-jebakan lewat berbagai macam hal termasuk partai politik, hukum dan
seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari MK 35 yang tadi kita sebutkan sebagai satu
peluang politik dan hukum, banyak juga pertanyaan kalau kita lihat dari
perkembangan ekonomi politik, jangan-jangan ini jebakan baru yang diciptakan yang
kami sebut sebagai neoliberalisme untuk supaya masyarakat korban ada harapan,
padahal sebenarnya tidak begitu. Jebakan seperti ini sebenarnya kita bisa lihat dengan
Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 itu, kalau kita lihat dari undang-undang
otonomi khusus nomor 21 itu, banyak sekali peluang-peluang bagus, supaya orang bisa
menggambarkan itu sebagai setengah merdeka katanya, karena ada kebebasan.

Kita lihat perjanjian-perjanjian setelah UU itu keluar, banyak hal yang itu harus
dinegosiasikan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dikampung-
kampung, kepala-kepala marga, kepala suku, yang sebenarnya secara pengetahuan itu
mereka kurang siap, mereka dikasih kekuatan otonomi khusus kepada mereka, tapi
ketika mereka berhadapan dengan kekuatan dominan yang kuat sekali baik secara
ekonomi dan politik mereka tidak bisa apa-apa, akhirnya mereka kalah, dan kadang-
kadang bisa dikatakan mereka arogan “ini saya punya keputusan, tidak boleh ada
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orang lain yang ganggu gugat saya punya keputusan” nah ini yang disebut kekuatan
ekonomi yang mengeksklusi, justru menyingkirkan mereka, dan ini berbahaya. Semua
jebakan-jebakan ini sedang diciptakan sekarang mulai dari lokal, nasional dan
seterusnya.

Kita hanya bisa memanangkan negara kalau ada imbangan kekuatan, perimbangan
kekuatan intinya kalau kekuatan hukum masyarakat adat bertambah besar, negara
nanti segan. Teman-teman punya banyak cara untuk tidak mengulangi kesalahan
Indonesia yang lain.Mengorganisir banyak anak-anak muda terlibat dalam barisan ini
dan memproduksi banyak informasi.

Harus bedakan LSM sama masyarakat, LSM membantu untuk mencarikan akses,
mempertemukan teman-teman karena ada akses, tapi dia bisa ada dan bisa tidak,
karena kalau nanti tidak punya uang lagi atau mungkin orangnya kemanakah dia
punya tawaran. Artinya LSM sebagai fasilitator. Dalam kasus Papua ini, kita orang luar
belum pernah mendengar ada masyarakat adat Papua itu melawan belum pernah kita
dengar. Informasi perlawanan ini tidak sampai, informasi ini belum keluar, nanti kita
urus barang ini supaya subjek yang utama ini dia kasih wajah dihadapan publik.

Ada agenda bersama untuk jejaring korban di Papua Barat, dengan target setahun
kedepan adalah membuat masyarakat korban hadir ada dihadapan publik, ada itu
artinya orang tahu dia ada karena dia bergerak dan dia melawan bersama. Saya pikir
saya harus bilang kita harus belajar banyak dengan kawan-kawan KNPB dalam soal ini,
mereka paling susah bergerak....bergerak....penjara ya penjara, sama saja situasinya. Ini
barang banyak yang dukung dibandingkan mereka punya barang, maksudnya barang
yang punya masyarakat adat ini jauh lebih banyak yang dukung di Indonesia
dibandingkan kawan-kawan Papua. Wajah masyarakat adat bersama ini tampil dengan
pakaian adatnya dengan kekuatan-kekuatan leluhurnya ada di hadapan publik, ada di
media orang bisa lihat dijalan, mungkin dia berdoa kah, menari kah itu tidak jadi soal,
dia datang perlihatkan kedepan publik, ini namanya masyarakat adat Papua dan bukan
lembaga-lembaga adat saja yang mengatasnamakan.

Kita harus menulis. Menulis dalam hati, menulis diciptakan kepada orang lain.Menulis
dengan bicara. Menulis dengan berbicara kepada anak, bapak kepada anak, mama
kepada anak, kepada saudara terdekat, kepada anak terdekat, dan kemudian
pengetahuan itu dengan sendirinya terdistribusi kepada semua. Itulah cara kita
mempertahankan harga dan martabat kita.

Hutan itu kami pakai untuk melahirkan. Kalau hutan sudah tidak ada berarti tidak ada
tempat untuk melahirkan. Kalau sudah tidak ada tempat untuk melahirkan yang ada
adalah “kematian.” Kalau sudah ada kematian maka seluruh harkat dan martabat akan
dengan sendirinya hilang. Kawan-kawan itu ungkapan yang dalam sekali dari seorang
Mama yang melahirkan kehidupan. Mama tadi bilang, “Anak-anak muda jangan
mundur,” ya toh, “anak-anak muda jangan mundur. Itu yang kalian muncur, leluluhur
ikut sedih. Ketika kalian mundur leluhur kami ikut sedih.”

“Sagu adalah susu.” Ini mempunyai makna yang dalam, dengan sagu mereka makan
melahirkan air susu, dan susu itu diminum oleh generasi-generasi cerdas dan hari ini
hidup. Pilihannya hanya satu mau diam atau bergerak. Kalau diam engkau telah



sedang melestarikan program orang lain. Bergerak, bertindak secara cerdas tidak ada
itu kata dosa pilihannya hidup atau mati.

* Selagi ada kekuatan dipakai, butuh nyali, dan ada kekuatan adat yang mereka gunakan,
juga lembaga-lembaga gereja, dan yang paling menarik adalah mereka yang mulai
sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Itu artinya ada kekuatan besar di sana yang bisa
dipakai.




BAGIAN KELIMA
REKOMENDASI - SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Kami perwakilan masyarakat adat dari tanah Papua yang berdiam disekitar dan dalam
kawasan hutan, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di tanah Papua dan
luar Papua, telah melakukan konferensi di Sorong, pada tanggal 02 dan 03 Desember 2016,
untuk mendiskusikan dan membahas berbagai permasalahan kebijakan pembangunan
dan investasi di sektor kehutanan dan lahan, maupun dampaknya terhadap kehidupan
masyarakat dan lingkungan.

Kami telah berulangkali menyampaikan fakta-fakta tentang dampak negatif
pembangunan investasi kehutanan dan lahan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat di
tanah Papua, pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas keadilan dan
mendapatkan diskriminasi, tidak disiksa, hak atas rasa aman, hak atas tanah, hutan dan
wilayah kami, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip untuk memberikan persetujuan
bebas, didahulukan dan diinformasikan, hak atas pangan, hak atas kesejahteraan dan
pembangunan, upah buruh murah dan kondisi kerja yang memprihatinkan, pengrusakan
dan penghilangan hutan, serta kerusakan ingkungan hidup.

Kami menyatakan kepedihan dan prihatin yang mendalam, bahwa segala permasalahan
pelanggaran hak-hak kami, penderitaan dan kerugian, yang kami alami masa lalu dan
hingga kini, sebagai dampak dari investasi dan eksploitasi pemanfaatan hasil hutan,
perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh
perusahaan swasta dan perusahaan negara, tanpa ada penyelesaian dan upaya pemulihan
hak-hak kami.

Kami menyatakan prihatian atas kebijakan dan rencana pemerintah untuk percepatan
pembangunan di tanah Papua, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
perusahaan pemilik modal, melalui program pembangunan pangan dan energi nasional
skala luas di Merauke, perluasan perkebunan kelapa sawit dan tanaman komoditi ekspor
lainnya, eksploitasi hasil hutan, hutan tanaman industri, izin-izin pertambangan, sarana
dan prasarana transportasi, dan sebagainya, dilakukan tanpa perlindungan memadai
sebelumnya terhadap hak asasi kami, hak kami atas tanah dan mata pencaharian, serta
kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami merekomendasikan hal-hal, sebagai
berikut:



10.

11.

Mendesak Presiden RI untuk melakukan Pertemuan Para Pihak, melibatkan
pemerintah pengambil kebijakan ditingkat nasional dan daerah, perusahaan pemilik
modal, lembaga keuangan, pihak-pihak berkepentingan lain, serta utamanya
masyarakat korban. Kegiatan ini sebagai wadah dialog kritis dan penyelesaian
permasalahan di tanah Papua.

Menuntut dan mendesak pemerintah daerah untuk merumuskan dan menerbitkan
kebijakan peraturan daerah khusus tentang perlindungan hak-hak atas tanah dan
peradilan adat di tanah Papua.

Mendesak dan menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi dan review terhadap
kegiatan investasi dan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan, lahan dan kekayaan
alam, yang sudah ada dan akan dilaksanakan di tanah Papua.

Mendesak dan menuntut pemerintah melakukan pengkajian dan harmonisasi
berbagai peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan bertentangan
dengan hak-hak dasar orang asli Papua, yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat
adat Papua;

Mendesak dan menekan perusahaan untuk sungguh-sungguh mengakui dan
menghormati hak-hak masyarakat adat Papua, serta melakukan pemulihan dan
rehabilitasi atas hak-hak masyarakat korban yang telah dirampas haknya;

Menuntut pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran
HAM dan perampasan tanah skala luas di tanah Papua, seperti: kasus Wasior
Berdarah, Proyek MIFEE di Merauke dan PTPN II di Keerom;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk mengupayakan
penyelesaian hukum diluar pengadilan dan aksi advokasi kampanye di tingkat
daerah, regional, nasional dan internasional, seperti: Laporan pengaduan kasus
kepada lembaga-lembaga dibawah PBB berkaitan dengan hak asasi manusia,
masyarakat adat dan lingkungan, Laporan Universal Periodik Review di PBB, Laporan
pengaduan kepada RSPO (kasus kelapa sawit), Laporan ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan aksi-
aksi advokasi non litigasi, mencakup: kampanye tentang mata rantai produksi dan
pasar dari berbagai komoditi hasil hutan dan lahan, yang merampas hak-hak
masyarakat, meningkatkan jaringan komunikasi dan media kampanye;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun
kapasitas dan jaringan paralegal di tingkat dan antar masyarakat adat di tanah Papua,
serta jarigan advokat pembela hak-hak legal masyarakat adat Papua pada isu
permasalahan sosial, ekonomi dan budaya;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun dan
memperkuat usaha-usaha ekonomi alternatif masyarakat berdasarkan pengetahuan
kearifan masyarakat adat setempat dan potensi sumberdaya alam, yang dikelola
secara adil dan lestari berkelanjutan;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi
pengorganisasian, pengembangan kapasitas dan penguatan hak-hak masyarakat di



tingkat marga, suku, kampung dan antar daerah, melalui pendidikan dan media
belajar alternatif, seperti: film dan cerita-cerita, pemetaan tanah adat, memperkuat
sistem kepemimpinan lokal, mengupayakan peradilan adat, pengetahuan hukum
kritis dan sebagainya;

12. Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun
kekuatan dan gerakan bersama masyarakat adat yang meluas untuk melakukan
tekanan mendesakkan perubahan kebijakan dan perlindungan hak-hak masyarakat
adat dan tanah Papua;

13. Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun,
memperkuat dan memperluas solidaritas antara masyarakat korban lintas daerah,
lintas pulau dan lintas kelompok, untuk bersama-sama bergerak melawan penindasan,
kekerasan, pelanggaran HAM, perampasan tanah, dan berbagai bentuk-bentuk
ketidakadilan;

14. Kami juga mengusulkan dan menetapkan hari masyarakat adat Papua korban
investasi pada tanggal 13 Juni, yang dirayakan untuk memperingati korban-korban
pelanggaran HAM, perampasan tanah, penghancuran situs-situs budaya dan identitas
orang Papua, serta pengrusakan lingkungan. Hari tanggal tersebut akan selalu
diperingati setiap tahun.

15. Kami juga mengusulkan dan menetapkan Konferensi Masyarakat Adat Korban
Investasi akan dilaksanakan di Merauke, tanah Animha, pada 9 Agustus 2017,
bersamaan dengan memperingati Hari Masyarakat Pribumi.

Tanah Moi, Kota Sorong, 4 Desember 2016



LAMPIRAN 1

PRESS RELEASE

Konferensi Masyarakat Adat Papua Korban Investasi Kehutanan dan Lahan
di Tanah Papua

Pemerintahan baru dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Jusuf
Kalla, mempunyai kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan di wilayah Papua
berbasis pada komoditas lokal melalui pengembangan perkebunan dan pertanian
tanaman non pangan, pengembangan peternakan, kehutanan dan hilirisasi industri
pertambangan, serta pengembangan infrastruktur transportasi dan infrastruktur ekonomi
lainnya.

Kebijakan program tersebut masih serupa dengan program pemerintahan sebelumnya,
masih mengutamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pemilik modal besar.
Paradigma dan praktik program tersebut terbukti telah merampas hak-hak masyarakat
menimbulkan konflik dan terjadi pelanggaran HAM, kerusakan hutan dan lingkungan,
masyarakat kesulitan mendapatkan akses atas sumber pangan, serta kehilangan mata
pencaharian.

“Pemerintah mengambil tanah dan hutan kami secara gratis, pada saat orang tua kami
mengungsi . Kami tidak bisa berbuat melakukan protes karena takut” jelas Dominika
Tafor, korban perusahaan kelapa sawit PTPN II Arso, Kab. Keerom, Prov. Papua.
“pendekatan kesejahteraan” istilahnya dan belum secara eksplisit mengembangkan
kebijakan program penyelesaian kontradiksi pembangunan di Papua, perihal konflik
struktural yang bersumber dari kebijakan pembangunan.

“Perusahaan tidak menghormati hak dan budaya kami. Dusun sagu sumber kehidupan
kami digusur dan dibongkar”, jelas Mirna Hanebora.

Kami telah berulangkali menyampaikan fakta-fakta tentang dampak negatif
pembangunan investasi kehutanan dan lahan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat di
tanah Papua, pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas keadilan dan
mendapatkan diskriminasi, tidak disiksa, hak atas rasa aman, hak atas tanah, hutan dan
wilayah kami, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip untuk memberikan persetujuan
bebas, didahulukan dan diinformasikan, hak atas pangan, hak atas kesejahteraan dan
pembangunan, upah buruh murah dan kondisi kerja yang memprihatinkan, pengrusakan
dan penghilangan hutan, serta kerusakan ingkungan hidup.

Kami menyatakan kepedihan dan prihatin yang mendalam, bahwa segala permasalahan
pelanggaran hak-hak kami, penderitaan dan kerugian, yang kami alami masa lalu dan
hingga kini, sebagai dampak dari investasi dan eksploitasi pemanfaatan hasil hutan,
perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh
perusahaan swasta dan perusahaan negara, tanpa ada penyelesaian dan upaya pemulihan
hak-hak kami.

Kami menyatakan prihatian atas kebijakan dan rencana pemerintah untuk percepatan
pembangunan di tanah Papua, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
perusahaan pemilik modal, melalui program pembangunan pangan dan energi nasional
skala luas di Merauke, perluasan perkebunan kelapa sawit dan tanaman komoditi ekspor
lainnya, eksploitasi hasil hutan, hutan tanaman industri, izin-izin pertambangan, sarana
dan prasarana transportasi, dan sebagainya, dilakukan tanpa perlindungan memadai



sebelumnya terhadap hak asasi kami, hak kami atas tanah dan mata pencaharian, serta
kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami merekomendasikan hal-hal, sebagai
berikut:

1.

10.

11.

Mendesak Presiden RI untuk melakukan Pertemuan Para Pihak, melibatkan
pemerintah pengambil kebijakan ditingkat nasional dan daerah, perusahaan pemilik
modal, lembaga keuangan, pihak-pihak berkepentingan lain, serta utamanya
masyarakat korban. Kegiatan ini sebagai wadah dialog kritis dan penyelesaian
permasalahan di tanah Papua.

Menuntut dan mendesak pemerintah daerah untuk merumuskan dan menerbitkan
kebijakan peraturan daerah khusus tentang perlindungan hak-hak atas tanah dan
peradilan adat di tanah Papua.

Mendesak dan menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi dan review terhadap
kegiatan investasi dan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan, lahan dan kekayaan
alam, yang sudah ada dan akan dilaksanakan di tanah Papua.

Mendesak dan menuntut pemerintah melakukan pengkajian dan harmonisasi berbagai
peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan bertentangan dengan hak-hak
dasar orang asli Papua, yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat adat Papua;
Mendesak dan menekan perusahaan untuk sungguh-sungguh mengakui dan
menghormati hak-hak masyarakat adat Papua, serta melakukan pemulihan dan
rehabilitasi atas hak-hak masyarakat korban yang telah dirampas haknya;

Menuntut pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran
HAM dan perampasan tanah skala luas di tanah Papua, seperti: kasus Wasior
Berdarah, Proyek MIFEE di Merauke dan PTPN II di Keerom;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk mengupayakan
penyelesaian hukum diluar pengadilan dan aksi advokasi kampanye di tingkat daerah,
regional, nasional dan internasional, seperti: Laporan pengaduan kasus kepada
lembaga-lembaga dibawah PBB berkaitan dengan hak asasi manusia, masyarakat adat
dan lingkungan, Laporan Universal Periodik Review di PBB, Laporan pengaduan
kepada RSPO (kasus kelapa sawit), Laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan aksi-
aksi advokasi non litigasi, mencakup: kampanye tentang mata rantai produksi dan
pasar dari berbagai komoditi hasil hutan dan lahan, yang merampas hak-hak
masyarakat, meningkatkan jaringan komunikasi dan media kampanye;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun
kapasitas dan jaringan paralegal di tingkat dan antar masyarakat adat di Papua, serta
jarigan advokat pembela hak-hak legal masyarakat adat Papua pada isu permasalahan
sosial, ekonomi dan budaya;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun dan
memperkuat usaha-usaha ekonomi alternatif masyarakat berdasarkan pengetahuan
kearifan masyarakat adat setempat dan potensi sumberdaya alam, yang dikelola secara
adil dan lestari berkelanjutan;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi
pengorganisasian, pengembangan kapasitas dan penguatan hak-hak masyarakat di
tingkat marga, suku, kampung dan antar daerah, melalui pendidikan dan media
belajar alternatif, seperti: film dan cerita-cerita, pemetaan tanah adat, memperkuat



12.

13.

14.

15.

sistem kepemimpinan lokal, mengupayakan peradilan adat, pengetahuan hukum kritis
dan sebagainya;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun
kekuatan dan gerakan bersama masyarakat adat yang meluas untuk melakukan
tekanan mendesakkan perubahan kebijakan dan perlindungan hak-hak masyarakat
adat dan tanah Papua;

Kepada masyarakat korban dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun,
memperkuat dan memperluas solidaritas antara masyarakat korban lintas daerah,
lintas pulau dan lintas kelompok, untuk bersama-sama bergerak melawan penindasan,
kekerasan, pelanggaran HAM, perampasan tanah, dan berbagai bentuk-bentuk
ketidakadilan;

Kami juga mengusulkan dan menetapkan hari masyarakat adat Papua korban
investasi pada tanggal 13 Juni, yang dirayakan untuk memperingati korban-korban
pelanggaran HAM, perampasan tanah, penghancuran situs-situs budaya dan identitas
orang Papua, serta pengrusakan lingkungan. Hari tanggal tersebut akan selalu
diperingati.

Kami juga mengusulkan dan menetapkan Konferensi Masyarakat Adat Korban
Investasi akan dilaksanakan di Merauke, pada 9 Agustus 2017, bersamaan dengan
memperingati Hari Masyarakat Pribumi.

Tanah Moi, Kota Sorong, 4 Desember 2016



LAMPIRAN 2

I

PESERTA KONFERENSI

PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT

Provinsi Papua

1.

2.

=W

Elisabeth Ndiwaen, Suku Malind, korban perkebunan kelapa sawit PT. Dongin
Prabhawa, Kab. Merauke.

Linus Omba, Suku Mandobo, korban perkebunan kelapa sawit PT. Bio Into Agrindo,
Kab. Boven Digoel.

Dominika Tafor, Suku Arso, korban perkebunan kelapa sawit PTPN II, Kab. Keerom
Ferdinan Tuamis,Suku Arso,korban perkebunan kelapa sawit PTPN II, Kab. Keerom
Mirna Hanebora, Suku Yerisiam, korban perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru,
Kab. Nabire.

Daniel Yarawobi, Suku Yerisiam, korban perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru,
Kab. Nabire.

Provinsi Papua Barat

1.

2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

II.

Kostan Natama, korban Wasior Berdarah dan Perusahaan HPH PT. Kurniatama
Sejahtera, Kab. Teluk Wondama

Wenan Weripang, korban perusahaan HPH PT. Arfak Indra dan PT. Hanurata, Kab.
Fakfak

Onesimus Wetaku, korban perusahaan kelapa sawit PT. PMP dan PT. PAM, Kab.
Maybrat

Yakob Sowe, korban perusahaan kelapa sawit PT. PMP dan PT. PAM, Kab. Maybrat
Armando Idorway, korban perusahaan pertambangan migas PT. BP Tangguh, Kab.
Teluk Bintuni

Odi Apago, korban perusahaan kelapa sawit PT. PPM AN]J Group, Kab. Sorong
Selatan

Olan Abago, korban industri sagu PERUM, Kab. Sorong Selatan.

Bernadus Gilik, perwakilan Suku Moi, korban perkebunan kelapa sawit PT.
Hendrison Inti Persada, Kab. Sorong

Yulius Klasibin, perwakilan Suku Moi, korban perkebunan kelapa sawit PT.
Hendrison Inti Persada, Kab. Sorong

Sem Vani Ulimpa, Suku Moi, Kab. Sorong.

Paul Orintman, Kab. Sorong

Agus Kalalu, Kab. Sorong

Yulius Fatem, Kab. Maybrat

Markus Sorry, Kab. Maybrat

Yehut Solossa, Kab. Maybrat

Nikodemus, Kab. Sorong

Sylvester Rumbewas, Kab. Raja Ampat.

Zeth Awom, Kampung Yembekalki, Kab. Raja Ampat.

PERWAKILAN ORGANISASI MASY. SIPIL
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.

Pastor Felix Amias,SKP Keuskupan Merauke

Darius Nenop,JPIC Muting

Pdt. Magdalena K, KPKC Sinode GKI, Jayapura, Prov. Papua

Fr. Gregorius A. Wea SKPKC Fransiskan Jayapura

Septer Manufandu,JERAT Papua, Jayapura

John Gobai,Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, Jayapura, Papua
David Saweri, KIPAS, Kab. Sarmi, Prov. Papua

Macx Binur,Perkumpulan Belantara Papua, Sorong, Papua Barat
Joris Omkarsba, Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat.

. Kostan Magablo,AMAN Sorong Raya, Sorong, Papua Barat

. VekiMubalen, AMAN Sorong Raya, Sorong, Papua Barat

. Loury da Costa, PBHKP Papua, Sorong, Papua Barat

. Pietsaw Amafnini,JASOIL, Manokwari, Papua Barat

. Esau Yaung,Yay. Paradisea, Manokwari, Papua Barat

. George Dedaida,Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Masyarakat Adat Papua Barat,

Manokwari, Papua Barat.

Soter Hae, AKA WUON, Kab. Tambraw, Prov. Papua Barat
Abner Korwa, BELANTARA, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat
Jemris, GEMAPALA, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat

Charles Imbir, DPRD Kab. Raja Ampat

Esau D. Rumere, PESOPEMA, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat
Simon Soren,lkatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro (IPPMI), Sorong, Papua Barat
Steve Marani, Pendamping Masyarakat, Kab. Teluk Wondama
Emma Mangata, Wongkei Institute, Sorong, Papua Barat
Steven Saroi, Wongkei Institute, Sorong, Papua Barat

Zely Ariane, PUSAKA, Jayapura, Papua

Y.L. Franky,Yayasan PUSAKA, Jakarta

Wahyu Wagiman, ELSAM, Jakarta
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AGENDA KEGIATAN

HARI PERTAMA (02 Desember 2016)

No. Waktu Sesi Kegiatan Keterangan

08.00 - 08.30 | Registrasi Peserta dan Pembukaan Panitia

08.30-10.30 | Diskusi Narasumber:

1. Kebijakan Investasi dan Review Izin Pemanfaatan
Hasil Hutan, Lahan dan Pertambangan di Provinsi
Papua oleh Kepala Badan Perijinan dan Penanaman
Modal Provinsi Papua.

2. Kebijakan Perlindungan dan Penghormatan Hak
Masyarakat adat dalam Pengelolaan Sumberdaya
Alam dalam Perspektif Perempuan Papua oleh Frida
Klasin, Anggota DPRD Prov. Papua Barat.

10.30 - 10.45 | Istirahat

10.45-13.00 | 1. Kebijakan Pengakuan dan Pemulihan Hutan Hak
Masyarakat melalui Perhutanan Sosial: Manfaat dan
Tantangan oleh Yuli Prasetyo Nugroho, MS;i,
Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan
Adat KLHK.

2. Mekanisme Penyelesaian Konflik “Non Judicial” di
Sektor Kehutanan dan Lahan oleh Wahyu Wagiman.

13.00 - 14.30 | Istirahat

14.30-16.15 | 1. Advokasi Kebijakan Peraturan Daerah untuk
Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas tanah dan
Kekayaan Alam lainnya: Relevansi, Manfaat dan
Tantangan oleh Yusak Reba dan Ketua DPRD Prov.
Papua Barat.

2. Revisi Tata Ruang Wilayah dan Partisipasi
Masyarakat oleh Bappeda Prov. Papua Barat;

16.15-16.30 | Istirahat

16.30 - 18.00 | Politik Tata Ruang dan Hak Masyarakat Adat Papua
oleh Yay. Paradisea dan Yay. PUSAKA.

18.00 - 20.00 | Istirahat

20.00 - 21.00 | Workshop dan Pemutaran Film oleh Dandhy D.
Laksono




HARI KEDUA (03 Desember 2016)

No.

Waktu

Sesi Kegiatan

Keterangan

08.00 - 10.30

Testimoni Perwakilan Masyarakat:

1. Pengalaman Aksi Marga Mahuze Besar
menghadapi PT. ACP di Muting, Merauke oleh
Agus Mahuze.

2. Pengalaman Aksi PTUN dan komplain RSPO
Suku Yerisiam menghadapi PT. NB di Kampung
Sima, Yaur, Nabire oleh Daniel Yarawobi.

3. Pengalaman Aksi IPPMI menghadapi PT. PPM,
Sorong Selatan oleh Simon Soren.

4. Pengalaman Masyarakat Adat Mbaham
menghadapi PT. Arfak Indra, Fakfak, oleh
Wenan Weripang.

5. Pengalaman Buruh Perempuan di Kampung
Malalilis, Sorong, di perkebunan Ka. Sawit PT.
HIP oleh Mama Kampung Malalilis.

10.30 - 10.45

Istirahat

10.45-13.00

Sharing dan Testimoni Masyarakat:

13.00 - 14.30

Istirahat

14.30 - 16.00

Diskusi Pleno: Strategi dan Aksi Advokasi
Perubahan Kebijakan dan Penyelesaian Konflik

1. Pemetaan dan Analysis Masalah;

2. Strategi dan Tindakan: (1) Tingkat Basis; (2)
Kampanye dan Penggalangan Dukungan; (3)
Advokasi Litigasi dan Non Litigasi.

3. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Aksi
Strategis

4. Rekomendasi-rekomendasi untuk (1)
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
serta pemulihan hak-hak asasi masyarakat adat
Papua; (2) jaminan kedaulatan dan keamanan
pangan; (3) pengelolaan hutan dan lahan yang
adil berkelanjutan; (4) penanganan deforestasi
dan perubahan iklim;

16.00 - 16.15

Istirahat

16.15-17.30

Diskusi Pleno Lanjutan dan Rencana Aksi

17.30-19.30

Istirahat

19.30 - 21.30

Workshop dan Pemutaran Film oleh Dandhy D.
Laksono

HARI KETIGA (04 Desember 2016)

KONFERSNSI PERS




“Cerita pengalaman dan pengetahuan ini diharapkan menjadi
pembelajaran bagi masyarakat adat yang lain, untuk bergerak, bergerak
menyampaikan kebenaran dan menyuarakan keadilan kepada semua
masyarakat adat dari Sorong sampai ke Merauke. Mengapa kita harus
selalu berbicara dan bertindak, untuk memerangi dan melawan
pembodohan bagi anak cucu kita yang dilakukan pihak-pihak lain. Kita
harus berani bicara, karena dengan bicara maka pengetahuan dan
kearifan local akan tertanam dengan sendirinya kepada anak cucu kita”
(Septer Manufandu, Desember 2016)



